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IMPLEMENTASI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH 
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Arwin Novansyah; dibimbing oleh Dr. Raniasa Putra, S.Ip, M.Si dan Dr. Andries Leonardo, 
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113 halaman, tabel, gambar, lampiran, 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Implementasi Pengamanan dan Penertiban Barang 

Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (studi pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan). Teori yang 

digunakan adalah model Implementasi kebijakan Donal van Meter dan Carl van Horn yang 

terdiri dari enam variabel ; Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik 

Organisasi Pelaksana, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, 

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Metode penelitian yang digunakan ialah metode 

deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 

Hasil penelitian yang dianalisis dengan kerangka berfikir dari Donal van Meter dan Carl van 

Horn menunjukan bahwa dukungan sarana dan prasarana dasar operasional sudah terpenuhi, 

selain itu juga dukungan dari aparatur penegak hukum dalam pelaksanaan pengaman dan 

penertiban Barang Milik Daerah. Disisi lain beberapa hambatan yang ditimbulkan dalam 

pelaksanaan kebijakan Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah dipengaruhi 

banyak faktor, dukungan anggaran yang belum maksimal, lemahnya bukti kepemilikan 

sebagai akibat dari lemahnya sistem pengadministrasian dan dokumentasi, kurangnya rasa 

tangung jawab dari sebagian kepala Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengelolaan 

Barang Milik Daerah, serta masih minimnya kesadaran masyarakat dan oknum mantan 

pejabat pengguna barang yang masih ingin menggunakan Barang Milik Daerah yang tidak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehinga menjadikan hambatan dalam implementasi 

Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Daerah.      
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113 halaman, tabel, gambar, lampiran, 

 

 Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan dinamika dan 

permasalahan/konflik. Terdapat beberapa contoh empiris permasalahan yang ditemukan 

dilapangan terkait persoalan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan secara umum adalah : masih banyaknya Barang Milik Daerah yang 

bersengketa dengan pihak lain, pengunaan/pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak 

sesuai dengan aturan baik oleh Aparatur Sipil Negara, mantan pejabat maupun masyarakat 

umum, masih terdapat Barang Milik Daerah yang belum diketahui keberadaannya dan masih 

banyaknya Barang Milik Daerah yang terbengkalai sehingga menurunkan nilai dari Barang 

Milik Daerah itu sendiri.  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Implementasi Pengamanan dan Penertiban 

Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (studi pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan). Teori yang 

digunakan adalah model Implementasi kebijakan Donal van Meter dan Carl van Horn yang 

terdiri dari enam variabel ; Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik 

Organisasi Pelaksana, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, 

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Metode penelitian yang digunakan ialah metode 

deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.  

 

 Hasil penelitian yang dianalisis dengan kerangka berfikir dari teori Donal van Meter 

dan Carl van Horn menunjukan bahwa dukungan sarana dan prasarana dasar operasional 

sudah terpenuhi, selain itu juga mendapat dukungan dari aparatur penegak hukum dalam 

pelaksanaan pengaman dan penertiban Barang Milik Daerah. Disisi lain terdapat beberapa 

hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan Pengamanan dan Penertiban Barang 

Milik Daerah yang disebabkan oleh beberapa faktor, dukungan anggaran yang belum 

maksimal, lemahnya bukti kepemilikan sebagai akibat dari lemahnya sistem 

pengadministrasian dan dokumentasi, kurangnya rasa tangung jawab dari sebagian kepala 

Organisasi Perangkat Daerah, Badan da Biro terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, 

serta masih minimnya kesadaran masyarakat dan oknum mantan pejabat pengguna barang 

yang masih ingin menggunakan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, sehinga menjadikan hambatan dalam implementasi Pengamanan dan 

Penertiban Barang Milik Daerah.      
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SUMMARY 

IMPLEMENTATION OF SECURITY AND REGIONAL PROPERTY REGULATION BASED 

ON REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2018 (A STUDY ON THE REGIONAL 

FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF THE SOUTH SUMATERA 

PROVINCE GOVERNMENT) 
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Arwin Novansyah; dibimbing oleh Dr.Raniasa Putra, S.Ip, M.Si dan Dr. Andries Leonardo, 

M.Si,  

 

113 halaman, tabel, gambar, lampiran, 

 

Regional assets play a highly strategic role in government administration; however, 

their management is fraught with dynamics and issues/conflicts. Several empirical problems 

related to regional assets within the South Sumatera Provincial Government include the 

following: numerous disputes over regional assets with third parties, misuse or 

inappropriate utilization of regional assets by civil servants, former officials, and the general 

public, unidentified regional assets, and neglected assets, which ultimately diminish their 

value. 

This study aims to examine the implementation of safeguarding and regulation of 

regional assets based on Regional Regulation Number 2 of 2018, focusing on the Regional 

Financial and Asset Management Agency of the South Sumatera Provincial Government. 

The theoretical framework used is the policy implementation model by Donald Van Meter 

and Carl Van Horn, which comprises six variables: policy standards and objectives, 

resources, characteristics of implementing organizations, disposition or attitudes of 

implementers, inter-organizational communication, and the social, economic, and political 

environment. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected 

through interviews, observations, and document reviews. 

The research findings, analyzed using Van Meter and Van Horn’s theoretical 

framework, reveal that basic operational facilities and infrastructure are adequately 

supported, along with assistance from law enforcement agencies in implementing the 

safeguarding and regulation of regional assets. However, several obstacles hinder the 

implementation of these policies. These include insufficient budgetary support, weak 

ownership evidence due to inadequate administrative and documentation systems, a lack of 

responsibility among some heads of regional organizations, agencies, and bureaus in 

managing regional assets, and limited awareness among the public and former officials who 

continue to use regional assets in violation of applicable regulations. These challenges 

impede the effective implementation of safeguarding and regulating regional assets. 

 

Keywords: Implementation, Safeguarding, Regulation of Regional Assets, Literature Review 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

 Barang Milik Daerah (BMD) atau Aset merupakan salah satu unsur penting dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik 

Daerah merupakan sarana utama yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya 

pemerintahan daerah, dengan adanya Barang Milik Daerah maka program pembangunan 

daerah dapat terlaksana. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik 

dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bermuara pada 

tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. 

 Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset harus ditangani dengan baik agar Aset 

tersebut selain dapat menjadi sarana pembangunan juga menjadi modal bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak 

dikelola dengan semestinya, Aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari 

Aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya 

(terdepresiasi) seiring waktu.  

 Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan disebutkan bahwa : 

 Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi : 

1. Barang Milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; 

atau 

2. Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 

 Dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah 

disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 sbb :  

 Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

meliputi :
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1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; atau 

5. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal 

Pemerintah Daerah. 

 Dari penjelasan pasal tersebut diatas, terdapat banyak sumber perolehan Barang 

Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah, ini disatu sisi adalah sebuah ruang yang luas dalam 

perolehan Barang Milik Daerah akan tetapi berpotensi menimbulkan persoalan yang cukup 

komplek dalam pengelolaan Barang Milik Daerah jika tidak dilaksanakan sesuai dengan 

kaidah-kaidah pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 Dalam pelaksanaannya pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi banyak sekali 

variabel-variabel yang satu sama lain saling berkaitan, masing-masing mempunyai tantangan 

dan kendala tersendiri. Dalam pasal 1 angka 26  ketentuan umum Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan disebutkan bahwa : 

 “Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 

pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian”. 

 Dengan demikian pengelolaan Barang Milik Daerah tidak hanya meliputi 

pengertian harpiah bahwa pengelolaan hanya “mengelola” Barang Milik Daerah yang sudah 

ada, akan tetapi pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi tanggung jawab perencanaan, 

pengawasan hingga penertiban dan pengamanan Barang Milik Daerah, yang semua tahapan-

tahapan itu saling bekaitan dan berdampak satu sama lain. 

 Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 13 (tiga belas) 

Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah masing-masing. Dalam menjalankan sistem pemerintahan di dukung oleh 49 
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Perangkat Daerah dan 90 Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan. Saat ini nilai Aset yang 

dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera hingga Tahun 2023 adalah 

Rp.36.352.051.385.164,30 (Tiga Puluh Enam Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar, 

Lima Puluh Satu Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu, Seratus Enam Puluh Empat 

Rupiah) audited, yang terdiri dari : 

Tabel 1. Aset yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2023 

KIB 

Jumlah 

dalam 

persil Total Harga 

Tanah  2.305 Rp.     12.289.958.443.436,90  

Peralatan Mesin 358.656 Rp.       3.635.251.294.429,26  

Gedung Bangunan  5.917 Rp.       5.203.730.797.305,23  

Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.074 Rp.     14.357.391.556.472,60  

Aset Tetap Lainnya (buku, hewan ternak, dll) 1.058.284  Rp.          768.736.313.192,01  

Konstruksi dalam Pekerjaan 8 Rp.             96.982.980.328,22  

TOTAL  Rp. 36.352.051.385.164,30 

(Sumber data : BPKAD Pemprop Sumsel 2023 audited) 

 

Dengan jumlah dan nilai Aset yang demikian besar, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan dituntut mampu melakukan bukan hanya sebatas pemanfaatan, baik secara internal 

untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, dan secara eksternal dengan 

pendayagunaan Aset melalui kerjasama pemanfaatan sehingga bermanfaat secara ekonomi 

bagi masyarakat dan menambah masukan Pendapatan Aseli Daerah, tetapi juga Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan dituntut mampu melakukan pengendalian terhadap Aset yang 

dikelola dengan melakukan pengamanan dan penertiban jika terjadi 

pelanggaran/penyalahgunaan pemanfaatan Aset tersebut. 

 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pengelolaan Barang 

Milik Daerah tersebut dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan dalam pengelolaan Barang Milik 

Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini dilaksanakan oleh 1 

(satu) bidang yaitu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencakup keseluruhan 

kegiatan  pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari perencanaan, penggunaan, 
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pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtangganan, pemusnahaan, 

penghapusan, penatausahaan, inventarisasi, pembinaan /pengawasan/ pengendalian hingga 

pelaporan. 

 Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan dinamika dan 

permasalahan/konflik. Terdapat beberapa contoh empiris permasalahan yang ditemukan 

dilapangan terkait persoalan Aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

secara umum adalah: 

1. Masih banyaknya Aset yang bersengketa dengan pihak lain. 

Terdapat banyak Aset-Aset milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang sampai saat 

ini masih bersengketa dengan pihak lain, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya surat yang 

dilayangkan oleh pihak-pihak / masyarakat kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan 

melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, baik yang disampaikan dengan 

upaya untuk klarifikasi maupun dalam upaya hukum yang lebih lanjut dengan melayangkan 

gugatan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan melalui Pengadilan.   

2. Penggunaan/pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan kriteria/aturan 

baik oleh Aparatur Sipil Negara dan oleh masyarakat umum. 

Terdapat beberapa Aset-Aset milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang masih 

sering digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum tidak sesuai dengan 

kriteria / aturan yang ada, sebagai contoh penggunaan kendaraan Dinas oleh ASN yang tidak 

pada tempatnya, penggunaan kendaraan Dinas yang berbeda pencatatannya dengan Dinas 

yang bersangkutan bertugas, sehingga menimbulkan persoalan dikemudian hari. Sedangkan 

bagi masyarakat umum masih banyak yang menggunakan/memanfaatkan Aset milik 

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan secara melawan hukum, dimana yang bersangkutan 

tidak mempunyai hak sama sekali menempati / menggunakan Aset milik Pemerintah 

Propinsi Sumatera Selatan namun yang bersangkutan tetap bertahan menggunakan Aset 

tersebut  

3. Masih terdapat Aset yang belum diketahui keberadaannya 

Masih banyak Aset / Barang Milik Daerah yang belum diketahui keberadaannya khususnya 

kendaraan Dinas yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru tidak tercatat 

dengan baik, mengakibatkan hilangnya jejak administratif dan potensi penyalahgunaan, 

kendaraan-kendaraan ini sering kali berada di tangan pihak yang tidak berwenang atau 

bahkan hilang tanpa jejak, menyebabkan kerugian besar bagi anggaran negara.  
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4. Masih banyaknya Aset yang terbengkalai sehingga menurunkan nilai dari Aset tersebut.    

Dari hasil pengamatan peneliti terdapat begitu banyak Aset-Aset milik Pemerintah Propinsi 

Sumatera Selatan yang terbengkalai. 

 Dari beberapa contoh persoalan Aset tersebut diatas sebagian sudah dapat 

terselesaikan, namun masih terdapat persoalan-persoalan yang belum dapat terselesaikan, 

maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2018 terkait dengan penertiban dan pengamanan Aset / Barang Milik Daerah 

yang bersinggungan dengan masyarakat yang masih menjadi persoalan. 

1.2 Rumusan Masalah  

 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah Implementasi Pengamanan Dan Penertiban Barang Milik Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018  Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan dalam upaya pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah oleh 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Implementasi Pengamanan Dan 

Penertiban Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018  

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya ppengamanan dan penertiban 

Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada perumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah Implementasi Pengamanan Dan 

Penertiban Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018  

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pengamanan dan penertiban 

Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan.  

2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja 

dalam Implementasi Pengamanan Dan Penertiban Barang Milik Daerah Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam 

upaya pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki manfaat penelitian secara akdemis juga praktis sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam 

bidang kajian ilmu administrasi publik khususnya dalam bidang kebijakan publik sebagai 

bahan literatur baru mengenai pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Manfaat Praktis 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diharapkan 

bahwa hasil dari penelitian dapat bermanfaat yaitu: 

a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terhadap 

Implementasi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan Barang Milik 

Daerah, khususnya dalam pelaksanaan pengamanan dan penertiban Barang Milik 

Daerah 

b. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan pengetahuan dan informasi terkait kedudukan 

dan aturan hukum mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah 
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